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Peran perbankan sangatlah dibutuhkan dalam memberikan pinjaman uang 
sebagai modal maupun pertambahan modal bagi pengusaha yang menjalankan 
usahanya. Dalam pemberian kredit pada masyarakat, tentunya bank memiliki 
prosedur dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh penerima kredit sebagai 
Debitur, salah satu diantaranya adalah mengenai jaminan atas pelunasan hutang. 
Bank mensyaratkan adanya jaminan atas pelunasan hutang tersebut demi menjaga 
agar pihak debitur menjalankan kewajibanya dengan baik, dan apabila ternyata 
debitur melakukan wanprestasi, maka masih ada barang jaminan yang dapat 
dilelang untuk melakukan pelunasan atas hutang yang ada. 
 
Kaitanya dengan uraian latar belakang masalah tersebut, suatu jaminan 
kepemilikan bersama harus dilakukan pemisahan atau pembagian terlebih dahulu 
agar berakhir kepemilikan bersamanya, baru bisa di jadikan jaminan atas hutang 
seseorang, karena apabila atas tanah yang masih merupakan kepemilikan bersama 
itu dijadikan jaminan atas hutang salah satu pemilik tanah, maka akan merugikan 
pemilik tanah yang lain apabila terjadi wanprestasi oleh pihak yang berhutang, 
karena atas tanah tersebut akan dilakukan sita jaminan secara keseluruhan dan hal 
ini sudah dtegaskan dalam KUHPer buku 3 tentang perikatan. Namun kenyataan 
yang terjadi dalam praktek sehari hari, bank menerima jaminan atas hutang 
debitur berupa satu bidang tanah yang masih merupakan kepemilikan bersama, 
biasanya atas tanah kepemilikan bersama yang terjadi karena warisan. Hukum 
waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan seseorang 
yang ditinggalkan seseorang karena meninggal dunia. 
 
Jadi hal ini sudah cukup jelas dapat kita pahami bahwa warisan memiliki 
ketentuan hukum yang tegas jauh sebelum kekayaan tersebut dijadikan jaminan 
kepada kreditur sebaiknya dibagi atau dipisahkan terlebih dahulu oleh para ahli 
warisnya sehingga bila ada debitur yang melakukan wanprestasi baik disengaja 
ataupun tidak sengaja maka tidak akan merugikan para pihak ahli waris lainnya. 
Oleh karena itu perlu adanya kajian yang mendalam atas pemberian jaminan tanah 
yang masih merupakan pemilikan bersama. 
 
 






The bank offers a variety of credit facilities dedicated to the business needs 
for all society. In the provision of credit to the society, one of them is about the 
warranty of debt repayment. The Bank requires a guarantee for the debt 
repayment in order to keep the debtor performing their obligation properly, and if 
it turns out that the debtor has defaulted, then there is still a guarantee item that 
can be auctioned off to repay the existing debt. 
 
In relation with the background description of the problem, a collateral 
ownership must be separated or it should be divided first to terminate collateral 
ownership, so it can only be used as collateral for someone's debt, because if the 
land is still as collateral ownership and it is used as collateral for the debt of one 
of the land owners, so it will be detrimental other land owners in the event of 
default by the debtor, because the land will be seized collateral as a whole and this 
has been confirmed in the Criminal Code book 3 about the engagement. But in 
fact in daily lives, the bank receives a guarantee on debtor's debt in the form of 
one plot of land which is still a common property, usually on the land of common 
ownership that occurs due to inheritance. Inheritance law is a law that regulates 
the transfer of property of someone who left someone because died. 
 
So, it is quite clear that we can understand that inheritance has a firm legal 
provisions far before the wealth is used as collateral for the creditor that should be 
divided or separated first by the heirs so if there is a debtor who default either 
intentionaly or unintentionaly then it will not harm the other heirs. Therefore, 
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1. Tanah Waris yang belum terbagi dan yang telah dijaminkan proses peralihan hak atas 
tanah merupakan peralihan hak karena hukum, oleh karena itu meskipun masih dalam 
pembebanan hak tanggungan, hak atas tanah tetap dapat beralih. Peralihan hak atas tanah 
karena pewarisan bukan merupakan salah satu penyebab hapusnya hak tanggungan, oleh 
karena itu hak tanggungan tidak akan hapus dengan beralihnya hak atas tanah yang 
dibebaninya. Ahli waris atas warisan hak atas tanah yang sedang dalam pembebanan hak 
tanggungan tidak mengakibatkan hak tanggungan yang sedang membebaninya menjadi 
hapus. Dengan demikian kreditur tetap dapat melaksanakan haknya terhadap hak atas 
tanah yang dibebani hak tanggungan bila debitur wanprestasi. 
2. Para ahli waris juga mengadakan perubahan dalam memikul kewajiban, yaitu dengan 
mengadakan perjanjian antara mereka, bahwa yang satu akan memikul lebih banyak 
daripada yang lain. Namun, perjanjian ini tidak akan memiliki daya kerja kuat apabila 
tidak diberitahukan kepada kreditur. Untuk utang yang tidak dapat dibagi, maka seluruh 
ahli waris bertanggung jawab untuk seluruhnya. Untuk utang yang dapat dibagi, para ahli 
waris bertanggung jawab atas bagiannya . atau Para ahli waris yang merasa haknya 
dilanggar karena tanah milik mereka di sita , dapat melakukan gugatan perdata atas dasar 
perbuatan melawan hukum 
4.2 Saran 
 
1. Diharapkan penerima hak atas tanah yang berasal dari warisan segera mendaftarkan 
peralihan haknya pada kantor pertanahan, dengan cara membuat akta otentik yaitu Akta 
  
Pembagian Hak Bersama, sehingga segala macam bentuk perubahan data fisik maupun 
data yuridis objek pendaftaran tanahnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan 
perundangan yang berlaku sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat 
bagi pemegang hak. 
2. Sebagian dari ahli waris yang akan menjaminkan tanah warisan untuk suatu perikatan 
utang piutang wajib mendapatkan persetujuan dan atau kesepakatan bersama yang 
mengatur proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dari salah satu atau sebagain ahli 
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